-
EMILU tahun 2009 semakin dekat. Berita-tentang partai
se-makin sering menghiasai berbagai'‘Fn"t:,;gﬁi_.a_:_mf?g‘r”E )
para elit partai politik terus berus narik
Bendera-bendera partai berebut te
pelosok kota hingga di desa-des
Pemilu 2009 diikuti 34 partai
terdiri dari 16 partai lama yan
pada Pemilu 2004 dan 1
memper-lihatkan tidak teral
16 partai politik yang elah
partai lama ataupunif
kepentingan yang ir
telah menjadi pintu’

apatkan kursi di legislative
anyaknya partai baru ini
spirasi masyarakat ke dalam
rnya partai peserta Pemilu, baik
a mencerminkan adanya-banyak
igkan dalam Pemilu. Pemilumemang

pentingan rakyat, 4 '
i politik di Indonesia perlu disambut secara
mbangnya kehidupan demokrasi di Indo-

pa
positif sebagai proses bel
nesia. Demokrasi membul
melalui partai polifik untuk mempengaruhi kekuasaan ataupun merebut
kekuasaan dengan caradamai. Namun fakia yang terjadi sangatiah
berbeda, khususnya yang tercermin dalam pelaksanaan Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) seringkali diwarnai dengan"tindakan
kekerasan, ancaman, dan berbagai indakan yangmengganagt keter-
tiban masyarakat yang dilaku=kan oleh warga atatpun massa dari

partai politik. Ini menunjukkan bahwa masyarakatbelum memahami' -

akan nilai-nilai demokrasi yang lebih. mengedepankan sikap saling
menghormati, mereka hanya siap menang tefapi tidak siap untuk kalah:
Konflik politik yang da-patberubah menjadi kekerasan selama Pemilu
2009 dimungkinkan akan mewarnaitahapan-tahapan Pemilu mulai
dari verifikasi parpol, penetapan calon legislative; masa kampanye
dan penghitungan suara.

Berdasarkan pengalaman Pemilu tahun-tahun sebelumnya, ancam-
an gangguan keamanan yang paling menanjol selama proses pemilu
terjadi selama masa kam-panye. Permasalahan yang menarik adalah
bagaimana peran aparat penegak hukum, khustisnya Polri dalam
menjaga ketertiban dan keamananan masyarakat selama masa Pemilu

an politik yang tergabung dalam partai! |

ipeluang yang sama‘bag masyarakat

an politik kepada basis massa ataupun masyarakat yang potensial
memberikan dukungan. Namun yang sering dipraktekkan dalam
kampanye adalah unjuk kekuatan terhadap publik. Hal ini tidak lepas
dari_pilihan bentuk-bentuk kampanye yang menyukai model
pengerahan massa di lapangan terbuka.

Fungstpartai politik adalah sebagai representasi (perwakilan); me-
lakukan artikulasi kepentingan dan.ekspresi dari partai politik untuk
kepentingan yang diwakilinya, konvensi dan agregasi; melakukan tran-
sformasi dari proses input menjadi outplt, integrasi, persuasi, represi,
rekrutmen;,dan pemilihan pemimpin, pertimbangan dan perumusan
kebijakan publik, dan kontrol terhadap pemerintah.

- Kampanye polifik seharusnya merupakan wujud berjalannya fungsi-
fungsi partai polifik seperti sosialisasi politik, parfisipasi politik, rekrutmen
politik, komunikasf politik, dan sebagainya. Kampanye adalah bentuk
ko-munikasi politik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok

. as Secara intens dengan parpol peserta
pemilu karena seringkali Polri tidak berdaya menjaga kamtibmas ketika
menghadapi massa partai politik tertentu yang bertindak beringas. Massa
pendukung partai seringkali merasa memiliki kekuatan untuk meminta
kebebasan dari berbagai peraturan demi keleluasaan melalukan
kegiatan kampanye.

Tindakan kekerasan dan gangguan terhadap keamanan dan ke-
terfiban masyarakat selama masa kampanye sebenarnya tidak periu
terjadiapabila kegiatan kampanye dikembalikan pada tujuannya semula
yaitu menggalang dukungan politik rakyat kepada partai politik tertentu.
Kam-panye seharusnya menjadi media sosialisasi politik dan pendidik-
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orang afal organisasi polifik dalam wakiu tertentu untuk memperoleh
dukungan politik dari rakyat (Arifin, 2003:84).

Apabila dikembalikan pada fungsi partai politik, secara positif partai
politik memberikan peluang bagi rakyat uniuk mendapatkan pendidikan
politik dengan lebih baik. Hal ini selaras dengan pengertian Pemilu
sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemilu, disamping membuka kesempatan bagi rakyat untuk me-
nyampaikan sikap politiknya, juga memberi kesempatan bagi peme-
rintah dan legislatif hasil Pemilu untuk mengetahui apa yang menjadi




kebutuhan rakyatnya. Selama berinteraksi mencarai dukungan rak-
yat, calon legislative dan pengurus partai melakukan kemunikasi politik
sehingga mengetahui aspirasi rakyat. Berdasarkan aspirast.inilah,

ngan membuat suatu ke-bijakan publik atau undang-Undang agard|-
laksanakan oleh pemerintah. Karena legislatif mempunyai kewenangan
membuat undang-undang maka perubahan-perubahan tatanan sosial
di masyarakat lebih mudah dilaku-kan. Logika ini menunjukkan Pemilu
sebagai momentum sangat penting bagi rakyat melalui partai-partai
politik yang ada untuk memperbaiki ke-hidupan berbangsa dan
bemegara dengan cara-cara damai dan berbu-daya.

Pada prakteknya, cara-cara damai selama masa Pemilu tidak mu-
dah diwujudkan karena pada dasarnya masing-masing partai politik
memiliki kepentingan tersendiri yang mencerminkan kepentingan basis
sosial pendukungnya. Almod dalam Surbakii (1992: 123) membagi

Kombes Drs. SlametRaharjo, S.H., M. M.
Gadik Utama PTIK

Ty,

artai mulai dari tlngkat elit hmgga pada tingkat akar
_ ntm n inilebih menonjol terjadi di tingkat akar
nin ' \gangguan keamanan dan ketertiban
masyarakat.‘Benturan,kepenhrq jan.atau konflik politik akan semakin
menonjol ketika partai-partai politik lebih.banyak menampilkan diri
sebagai mesin untuk mempengaruh taupun merebut kekuasaan
daripada memberikan pendidikan; kepada warga partainya.
10'tahun 2008 tentang Pemilu telah
menetapkan ketentuan kampanye:seba li antisipasi benturan antar
pendukting partai palitik yang operasionalisasinya dilaksanakan mela-
Iuikeputusan Komisi Pemilihan Umum, Diantaranya'adalah ketentuan
mengenai wakiu;tanggal dan tempat pelaksanaan kampanye. Pasal
84 menyebutkan Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang
untuk: a) mempersoalkan dasar negaralPancasila, Pembukaan
Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
bentukiNegara Kesatuan Republik Indonesia; b) melakukan kegiatan
yang membahayakan keufuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
¢) menghina seseo-rang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau
Peserta Pemilu'yang lain; d) menghasutda’n mengadu domba perse-
orangan‘ataupun masyarakat; e) mengganggu ketertiban umum; f)
mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggu-
naan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat,

'dan/atau Peserta Pemilu yang lain; g) merusak dan/atau menghilang-

kan alat peraga kampanye Peseria Pemilu; h) menggunakan fasilitas
pemerintah, tempat ibadah, dantempat pendidi-kan; [) membawa atau
menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda
gambar dan/atau atribut.Peserta Pemilu yang bersang-kutan; dan j)
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta
kampanye.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa kegiatan kampanye sering-
kali menimbulkan ekses negatif seperti terganggunya kepentingan
umum. Ekses yang paling sering terjadi adalah pelanggaran rambu-
rambu falrfintas olehmassa pendukung partai seperti melanggar lampu
merah; melawan arus lalu lintas, menggunakan badan jalan dari arus

T Pt politik Derdasarkan basis Sosial paral menjadi 4 macam yaiu:

partai politik yang berasal dari lapisan-lapisan sosial tertentu, partai
yang ber-basis pada kelompok-kelompok kepentingan, partai politik
yang berbasis pada agama, dan partai politik yang berbasis pada
kelompok suku dan budaya tertentu. Partai yang berbasis pada kelom-
pok kepentingan di anta-ranya adalah partai Hanura, Golkar, PDIP,
Demokrat, Gerindra dan seba-gainya. Sedangkan partai yang berbasis
agama Islam di antaranya adalah PAN, PKB, PKNU, PPP, PKS, PBB,
PBR, dan sebagainya. Partai ber-basis agama Kristen yaitu PDS.
Masing-masing partai berusaha keras memanfaatkan setiap mo-
mentum Pemilu untuk mencapai target meningkatkan jumlah dukungan

yang berlawanan, menutup jalan, dan sebagainya. Ekses negatif berupa
kekerasan antar massa pendukung biasanya terjadi karena secara
kebetulan massa dari parpol yang berlainan saling bertemu di jalan
diikuti dengan sikap saling ejek, provokasi dan sebagainya. Kekerasan
ini biasanya dibarengi dengan perusakan afribut partai yang dianggap
seba-gailawan. Kegiatan kampanye yang paling mungkin menimbulkan
pelanggaran dan kekerasan yang mengarah pada gangguan
keamanan dan ketertiban adalah kampanye dalam bentuk rapat-rapat
umum. Rapat umum selalu menghadirkan massa pendukung di tempat-
tempat terbuka seperti lapangan. Rapat umum pun lebih banyak di-

manfaatkan untuk membakar semangat massa pendukung sekaligus
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show of force agar masyarakat lebih mudah dipengaruhi. Memper-  selama masa pemilu juga merupakan media pendidikan politik bagi
hatikan pengalaman tersebut di atas hal yang paling penting adalah ~ warga masyarakat, karena dengan penegakkan hukum tersebut
perlu segera di rumuskan jadwal kegiatan kampanye yang benar- masyarakat pada akhimya akan mematuhi terhadap aturan-auran
benar cermat dan koordinatif yang di dukung kesepakatan bersama  yang ada khusunya yang mengatur tentang pemilu yang berarti

dari para wakil pimpinan parpol peserta pemilu. masyarakat memahami nilai-nilai demokrasi.

Demokrasi memang memunculkan adanya perbedaan dan konflik Harus di sadari bahwa pemeliharaan ketertiban dan keamanan
sebagai konsekuensi kebebasan. Kebebasan menyatakan pendapat,  serta penegakan hukum tidak hanya dibebankan kepada aparat Ke-
berserikat dan berkumpul memainkan peranan penting bagiterpenu-  polisian. Partai politik juga dituntut tanggungjawabnya untuk menjun-
hinya kepentingan dan aspirasi rakyat. Kebebasan dapat melahirkan  jung tinggi ketertiban dan keamanan sebagai suatu kebutuhan dan
perbedaanperbedaan serta pertentangan-pertentangan atau konflik.  kepentingan bersama. Karena itu, partai harus benar-benar mem-
Kebebasan yang dianut oleh demokrasi dapat memicu maraknya konflik  bekali kader-kadernya yang bertugas sebagai satuan keamanan par-
politik di kalangan partai-partai maupun masyarakatapabila tidak dikelola  tai atau biasa disebut satgas agar selalu berkoordinasi dengan Polri
dengan baik. Dalam konteks ini, seringkali konflik politik dalam Pemilu  dan menjadi kepa njangan tangan Polri dalam memelihara ketertiban
berubah menjadi kekerasan, baik kekerasan yang aksidentalfrg@p_uu_.gg[]k‘eamanan. Dengan kata lain, pengurus partai jangan menjadikan
kekerasan yang terorganisir. Untuk mengantisipasi-hal terseb *nya.ggiaf:gai tukang pukul partai yang selalu menonjolkan

n lai : ke

masyarakat, elit politik, dan Polri maupun aparat keamanan/le san terhadap orang atau massa dari partai lain.
berkewaji-ban mencegah agar konflik tidak berubahimenjadidestr olridalam menindak pelaku pelanggaran keter-
dan anarkis. e .~/ stibandanke an‘maupun.kekerasan selama masa Pemilu 2009
Bagaimana peran Polisi dalam memg dankeaman-  akan berdampak pada ketidakparcayaan masyarakat terhadap Polri
an perlu merujuk pada Undang-Unds ahur sebagai insfitusi pen ku ‘?aqg‘ldlayak dipatuhi. Ketidakmam-
Kepolisian Republik Indon?!a. ngan tegas menyatakan  puan Polri menga pemeliharaan ketertiban dan keamanan
bahwa tugas pokok Kepc:fl; ian publik Indonesiaadalah:a.  yang dibarengi deng ,‘@Tma fi massa partai politik dalam
memelihara keamanan dan(keter asyarakat; b. menegakkan A menyuarakan aspirasinya sudah enyampaikan pesan negatif

hukum; danc. memberjjé

ungan, pengayoman, dan pelayqx%:nf \bahwa kekerasan telah menja i bagiar isi yang sengaja dipe-
kepada masyarakat,/Pas sudah cukup jelas dan tegas bahwa g‘hara oleh elit. Apabila hal tersebut y di, maka bukan pendi-
Polri meru-pakan sala nstiumen penegak huk Jap“ﬁ’r%t%@_ ikan'politik yang terjai tempijx?s@ﬁa terjadi pelembagaan keke-
mengedepankan kepen ma&emnﬁngani{a’é:o nal di atg‘sf"‘: n dalam politik. Dari uraian TS 3 dapat di simpulkan
kepentingan lainnya y aknya supremasi fiukum di atas’ “bahwa keQe ?a“silgg Polri dalam menjaga ibmas yang mantap
kepentingan partaj-partaip ng berarti Pold Qa’réﬁ;r_‘w@ %‘* | s%er?e proses pemilu merupakan k dalam mewujudkan
dalam menjalankan tugasnyakarena dengan %ap ne}ralteﬁebggl' ustrus terselen de jan Langsung Umum Bebas
akan menjadi katék cidalam mewujudkan | *_m'jtfh@ag, p | danjRe Ikan sinergitas antara Polri
selama proses pemilu berlangsung. Penegakkan Po anan lainnya. **
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# Telah meninggal dunia Almarhumah Santun Sibarani,

IBUNDA DARI KOMBES POL DRS. ALBERTO SIMANJUNTAK

Pada hari Selasa, 5 Agustus 2008

dan
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Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 9 Agustus 2008
di TPU Gajah Mada Medan Baru Medan

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni segala dosa Almarhumah dan &
memberikan tempat Yang terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang )
ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan.
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